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1.1 Latar Belakang 
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1999. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam 
pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu 
tahun anggaran. Agar tujuan-tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai, 
pemerintah haruslah bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan 
daerahnya. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya secara 
ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen, 
seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih 
berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik. 
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah 
memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk 
melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. 
Tuntutan mengenai perlunya pengendalian atas berbagai kegiatan 






meningkat. Hal ini terjadi akibat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di 
waktu yang lalu tidak saja telah mengakibatkan berkurangnya percepatan 
pembangunan, melainkan juga telah menimbulkan kesenjangan baik antara 
wilayah, sektor dan golongan serta merugikan khususnya bagi lapisan 
masyarakat bawah. Peran fundamental akuntansi manajemen di organisasi 
sektor publik adalah membantu manajer/pimpinan dengan informasi akuntansi 
yang dibutuhkan agar fungsi perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan. 
Akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan proses 
pemilihan program, penentuan biaya dan manfaat program serta penganggaran. 
Akuntansi manajemen juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya anggaran 
yang efektif, efisien, dan ekonomis (value for money budget). 
Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian 
pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang 
harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian 
mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk 
dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran 
belanja daerah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat, dapat berperan 
sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. 
Anggaran terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah anggaran belanja 
langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja langsung terdiri dari 
belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang 
dan jasa merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional pemerintahan 
karena bersifat rutin atau terjadi terus menerus. Belanja ini penting karena 
belanja barang dan jasa berkaitan dengan pembiayaan pemerintahan secara 
keseluruhan. Biaya-biaya ini dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan 





Anggaran belanja barang dan jasa bermanfaat sebagai alat pengendalian 
yang dilakukan pemerintahan, karena belanja barang dan jasa dapat 
menjelaskan biaya-biaya yang dibebankan kepada masing-masing kegiatan. 
Salah satu pos anggaran yang termasuk dalam belanja operasi adalah 
belanja barang dan jasa dimana diperlihatkan jumlah anggaran serta realisasi 
terhadap anggaran tersebut, sehingga dapat diketahui penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi beserta penyebabnya. Berdasarkan pada data 
Sekretariat Daerah Kota Baubau, pada Tahun 2009 anggaran belanja barang 
dan jasa sebesar Rp.60.998.639.387. Realisasinya sebesar Rp.51.589.439.244. 
Pada tahun 2009 anggaran terealisasi sekitar 84,57%. Pada Tahun 2010 
anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.48.414.930.084 realisasinya 
sebesar Rp.44.006.949.829  anggaran terealisasi sekitar 90,90%. (Sumber : 
Bagian Keuangan Setda kota BauBau). 
Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan 
untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk 
memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran digunakan untuk memberikan 
informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, 
tanpa ada korupsi dan pemborosan. 
  
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut tentang anggaran serta 
realisasinya maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang 
berjudul “Analisis Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian 










1.2 Perumusan Masalah 
Tugas pemerintah pada dasarnya adalah menyediakan barang publik. Untuk 
mengimplementasikan hal tersebut pemerintah daerah menyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5(lima) 
tahun, kemudian berdasarkan RPJMD maka dibuat Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang 
telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah  bagaimana fungsi 
penggunaan anggaran sebagai alat pengendalian belanja barang dan jasa serta 
nilai-nilai apa yang mereka anut dalam menggunakan dan mengembangkan 
anggaran tersebut. 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan 
anggaran sebagai alat pengendalian belanja barang dan jasa serta untuk 
mengetahui nilai-nilai apa yang dianut dalam menggunakan dan 
mengembangkan anggaran di Pemerintah Kota Baubau. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian: 
1. Pemerintah Kota Baubau: 
Sebagai bahan sebagai bahan pertimbangan dalam hal 
pengendalian anggaran belanja barang dan jasa dan perencanaan 
anggaran belanja barang dan jasa pada masa yang akan datang. 
2. Bagi akademisi: 
Untuk dapat mengetahui pengendalian belanja barang dan jasa 





pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan aplikasinya di obyek 
penelitian. 
3. Bagi pihak lain: 
Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang 
berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian anggaran 
belanja barang dan jasa.  
 
1.5  Sistematika Penulisan 
Pada bagian sistematika penulisan ini diuraikan urutan-urutan penulisan 
sebagai berikut: 
Bab I menyajikan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
Bab II menyajikan landasan teori yang berisi uraian teori yang digunakan 
untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, berbagai definisi 
yang berhubungan dengan penelitian. 
Bab III menyajikan metodologi penelitian yang berisi tentang metode 
penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan. 
Bab IV menyajikan gambaran lokasi penelitian, tugas pokok dan fungsi 
serta struktur organisasi dan menyajikan pembahasan yang berisi tentang hasil 
penelitian yang meliputi data anggaran dan realisasinya serta hasil penelitian 
Bab V menyajikan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-











2.1.1 Pengertian Anggaran 
Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian 
jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya 
meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang 
direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan 
efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran 
dengan hasil aktual yang dicapai. 
Definisi anggaran menurut Peraturan Pemerintahan No. 24 tahun 2005 
adalah bahwa pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi 
rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang di ukur dalam 
satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk 
satu periode. 
Anthony (2002:74) mendefinisikan “Anggaran sebagai suatu rencana 
manajemen, dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah diambil oleh 
pembuat anggaran, manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan 
nyata sesuai dengan rencana”. 
Definisi anggaran dikemukakan oleh Homgren, et.al (1999:250) sebagai 
berikut : “A budget is tool that help managers in both their planning and control 
functions”. Definisi ini memberikan suatu pemahaman bahwa anggaran 
merupakan alat yang dapat membantu manajer dalam menjalankan kedua fungsi 






Menurut Harahap (2001:15) pengertian Anggaran atau Budget adalah 
sebagai berikut : “Budget adalah konsep yang membantu manajemen dan 
mempermudah manajemen dalam mencapai tujuannya”. Sedangkan menurut 
Simamora (2002:202) “Anggaran merupakan rencana finansial yang dipakai 
untuk pengelolaan sumber daya organisasi”. 
National Commitee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini 
Governmental Accounting Standarts Board (GASB), mengemukakan definisi 
anggaran (budget) sebagai berikut: “anggaran (budget) adalah rencana operasi 
keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber 
pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu 
tertentu”. (Anggaran Sektor Publik, Wikipedia) 
Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai 
selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. 
Sedangkan anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan dalam bentuk 
perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2002). 
Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi 
organisasi sektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu 
menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan instrumen 
kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui 
kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat 
mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan 
social ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. Anggaran juga merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas 
pemerintah terhadap publik.   
 
2.1.2 Karakteristik Anggaran 
Menurut Mulyadi (2001:490) ada beberapa karakteristik anggaran antara 
Iain:  






2. Umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun 
3. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa 
manajer setuju   untuk  menerima  tanggung jawab   untuk  mencapai   
sasaran   yang ditetapkan anggaran. 
4. Usulan anggaran di review dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 
tinggi dari penyusunan anggaran. 
5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu. 
6. Secara   berkala,   kinerja   keuangan   sesungguhnya   dibandingkan   
dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 
 
Dari karakteristik diatas dapat diketahui bahwa anggaran menjadi alat 
yang penting bagi manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai alat 
untuk membantu pencapaian tujuan, anggaran dapat diandalkan karena dibuat 
berdasarkan analisa data-data tahun yang lalu dan proyeksi tahun yang akan 
datang. 
Karakteristik anggaran yang baik menurut Mariani (2006) terdiri dari: 
1. Anggaran disusun berdasarkan program 
2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban 
yang dibentuk dalam organisasi. 
3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. 
 
2.1.3 Jenis Sistem Penganggaran 
Sistem penganggaran menurut Mardiasmo (2002:76-85) terdiri dari: 
1. Line Item Budgeting 
Line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang dilaksanakan 
kepada dan darimana itu berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana 
tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Karakteristik dari sistem 
penganggaran line item : 
a. Titik berat perhatian pada segi pelaksanaan dan pengawasan. 
b. Penekanan hanya pada segi administrasi,  
Keunggulannya: 
a. Penyusunan relatif mudah. 
b. Membantu   dalam   mengamankan   komitmen   di   antara  partisipasi 






a. Perhatian terhadap  laporan  pelaksanaan  anggaran penerimaan dan 
pengeluaran sangat kurang pertimbangan. 
b. Diabaikannya prestasi yang dicapai atas realisasi penerimaan dan 
pengeluaran yang dianggarkan. 
c. Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam 
menetapkan target penerimaan dan pengeluaran. 
2. Incremental Budgeting 
Sistem ini menggunakan revisi anggaran pendapatan dan belanja tahun 
berjalan untuk menentukan anggaran tahun yang akan datang. Sekali suatu pos 
pengeluaran muncul di dalam anggaran, maka selamanya pos tersebut ada pada 
anggaran periode berikutnya dengan perubahan/kenaikan yang didasarkan dari 
jumlah yang dianggarkan pada periode sebelumnya. Titik perhatian adalah 
marginal atau selisih incremental antara anggaran tahun ini dan tahun 
sebelumnya, bukan pada anggaran menyeluruh. Alasan diterapkannya anggaran 
incremental ini adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 
anggaran yang sebelumnya merupakan kegiatan yang harus ditentukan pada 
tahun berikutnya.  
Keunggulannya: 
a. Membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran 
b. Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami 
program-program baru. 
c. Dapat mengurangi konflik 
Kelemahannya : 
a. Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan 





b. Diabaikannya prestasi yang dicapai atas realisasi penerimaan dan 
pengeluaran yang dianggarkan. 
c. Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam 
menetapkan target penerimaan dan pengeluaran. 
3. Planning Programming Budgeting System (PPBS) 
Planning Programming Budgeting System adalah suatu proses 
perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang terikat dalam suatu 
sistem sebagai satu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah dan di 
dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin 
timbul dalam pencapaian tujuan dan proses pertimbangan dan implikasi 
keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang.  
Keunggulannya: 
a. Dapat menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata 
b. Dapat menghindarkan adanya overlapping program dan pertentangan di 
antara program. 
c. Dapat memungkinkan alokasi sumber daya secara lebih efisien dan efektif 
berdasarkan analisa manfaat dan biaya untuk mencapai tujuan. 
Kelemahannya : 
a. Terlalu sukar diterapkan baik secara teknis maupun praktis sehingga sulit 
diterapkan khususnya di negara-negara berkembang. 
b. Merupakan proses yang multi kompleks dan memerlukan banyak perhitungan 
dan analisa 
c. Memerlukan pengelolaan kualitas yang sangat tinggi.  
 
4. Zero Based Budgeting 
Zero Based Budgeting adalah anggaran yang dibuat berdasarkan pada 
sesuatu yang sedang dilakukan atau dilakukan merupakan sesuatu yang baru, 





dilihat sebagai sesuatu yang mandiri dan bukan merupakan kelanjutan dari apa 
yang sudah dilakukan.  
Keunggulannya : 
a. Proses pembuatan paket keputusan menjamin tersedianya informasi yang 
lebih bermanfaat bagi kepentingan manajemen. 
b. Dana dapat   dialokasikan   dengan   lebih   efisien,   karena   terdapat 
beberapa   alternatif   keputusan    dan   alternatif   bagi    pelaksanaan 
keputusan tersebut. 
c. Setiap program dan kegiatan selalu direview setiap tahun. 
d. Pengambilan   keputusan   dapat   memperoleh   informasi   mengenai 
kegiatan yang dianggap kritis dan mendesak. 
Kelemahannya : 
a. Tidak mudah untuk diterapkan 
b. Tidak semua kegiatan dapat disusun ranking keputusannya secara konsisten 
dari tahun. 
c. Terlalu mahal dan memakan banyak waktu. 
d. Memerlukan skill khusus terutama dalam menganalisa dan menentukan 
prioritas/ranking. 
e. Memerlukan data yang lebih banyak dan diperlukan dukungan analisa yang 
cukup kuat. 
f. Sulit untuk memutuskan bahwa kegiatan yang satu benar-benar lebih penting 
dibandingkan kegiatan yang lainnya. 
5. Performance Budgeting System 
Performance Budgeting System adalah cara penyusunan anggaran 
berdasarkan pertimbangan beban kerja dan yang berorientasi kepada 





kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan ini tidak hanya didasarkan 
kepada apa yang dibelanjakan saja tetapi juga didasarkan kepada tujuan-
tujuan/rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau 
didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai 
tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. 
Keunggulannya : 
a. Memungkinkan adanya pendelegasian dalam wewenang mengambil 
keputusan. 
b. Merangsang partisipasi  dan motivasi  unit-unit operasional melalui proses 
usulan dari bawah dan penilaian anggaran yang bersifat faktual. 
c. Dapat membantu meningkatkan fungsi perencanaan dan mempertajam 
keputusan pada semua tingkat. 
d. Memungkinkan alokasi dana secara optimal karena setiap kegiatan selalu 
dipertimbangkan dari segi definisi. 
e. Dapat menghindarkan pemborosan. 
Kelemahannya: 
a. Tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan. 
b. Tidak semua hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif 
c. Tidak ada kejelasan mengenai siapa yang pengambil keputusan dan siapa 
yang menanggung beban atas keputusan. 
 
2.1.4   Prinsip-Prinsip Anggaran 
 Adapun prinsip-prinsip anggaran menurut Mardiasmo (2002) adalah 
sebagai berikut: 
1. Otorisasi oleh legisfatif, anggaran publik harus mendapatkan otorisasi 






2. Komprehensif,  anggaran  harus  menunjukkan  semua penerimaan 
dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non 
budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat 
komprehensif. 
3. Keutuhan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah 
harus terhimpun dalam dana umum. 
4. Non discretionary appropriation, jumlah yang disetujui  oleh dewan 
legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 
5. Periodik, anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa 
bersifat tahunan maupun multi tahunan. 
6. Akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan 
yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong 
pemborosan dan   ineficiency   anggaran   serta   dapat memunculkan   
underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 
7. Jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh 
masyarakat dan tidak membingungkan. 




2.2    Anggaran Belanja Daerah 
Belanja daerah menurut Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 adalah 
semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak Iangsung. 
Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi 
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam 
penyusunan agar pemerintah daerah berupaya menetapkan target capaian baik 
dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang 
yang menjadi kewenangannya. Selain itu diupayakan agar belanja langsung 
mendapat alokasi yang lebih besar dari belanja tidak langsung, dan belanja 
modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja 
barang dan Jasa. 
 
2.2.1   Belanja Langsung 
Belanja langsung menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 





pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu 
kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 
1. Belanja pegawai 
 Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan 
program dan kegiatan pemerintahan daerah. 
2. Belanja Barang dan Jasa 
 Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran 
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 
(duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program. 
3. Belanja Modal 
 Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang 
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap 
lainnya. 
 
2.2.2   Belanja Tidak Langsung 
Belanja tidak langsung menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 
merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 
pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi 
menurut jenis belanja yang terdiri dari: 
1. Belanja pegawai 
 Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta 
penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 





representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan 
tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan 
penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. 
2. Belanja bunga 
 Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung 
atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian 
pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang. 
3. Belanja subsidi 
 Digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada 
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yg dihasilkan 
dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 
4. Belanja hibah 
 Digunakan untuk menganggarkan pembelian hibah dalam bentuk uang, 
barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, 
dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan 
peruntukannya. 
5. Belanja bantuan sosial 
 Digunakan untuk menganggarkan pemberian dalam bentuk uang dan/atau 
barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
6. Belanja bagi hasil 
 Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari 
pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan 





daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
7. Belanja bantuan keuangan 
 Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum 
atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan 
kepada pemerintah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada 
pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan 
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 
8. Belanja tidak terduga 
 Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana 
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas 
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 
 
2.3 Belanja Barang dan Jasa 
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja barang dan jasa 
digunakan untuk pengeiuaran pembelian/pengadaan barang yang nilai 
manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam 
melaksanakan program. Belanja barang dan jasa bersifat rutin karena terjadi 
terus-menerus. Belanja barang dan jasa mencakup : 
1. Penyediaan jasa surat menyurat 
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 





7. Penyediaan alat tulis kantor 
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
11. Penyediaan peralatan rumah tangga 
12. Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 
13. Penyediaan makanan dan minuman 
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
15. Penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran 
16. Rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi antar instansi 
17. Koordinasi penyusunan pertimbangan kebijakan daerah 
18. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 
 
2.3.1   Kegunaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa 
Secara umum menurut Permendagri Nomor 25 Tahun 2009, semua 
budget atau anggaran termasuk juga anggaran belanja barang dan jasa, 
mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu : 
1. Sebagai pedoman kerja yang memberikan arah serta sekaligus memberikan 
target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan pemerintahan di 
masa yang akan datang. 
2. Sebagai alat pengorganisasian kerja, agar semua bagian-bagian yang 
terdapat dalam pemerintahan dapat saling menunjang, bekerjasarna dengan 
baik. 
3. Sebagai alat pengawasan kerja, yang menjadi tolak ukur, alat pembanding 







2.3.2   Fungsi Anggaran Dalam Pengendalian Belanja Barang dan 
Jasa 
Belanja barang dan jasa mencakup belanja/biaya di luar belanja pegawai 
dan belanja modal (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).Belanja ini timbul untuk 
menyediakan pengawasan dan jasa kepada semua unit yang ada dalam 
pemerintahan. Anggaran belanja barang dan jasa merupakan salah satu alat di 
dalam sistem pengendalian belanja barang dan jasa dan sekaligus juga 
merupakan salah satu aspek di dalam sistem pengendalian pemerintahan. 
Menurut Mardiasmo (2002) Anggaran sector publik harus dapat 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat. 
2. Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen 
pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah. 
 Agar belanja barang dan jasa tersebut dapat berfungsi dengan baik, 
maka harus memenuhi kriteria penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja 
barang dan jasa yang memadai.  Apabila kriteria dapat dipenuhi, maka akan 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja barang dan jasa dari 
kemungkinan penyimpangan. 
 
2.3.3  Fungsi Anggaran Daerah 
Anggaran daerah mempunyai peranan penting dalam sistem keuangan 
daerah. Peran anggaran daerah dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya,  
yaitu : 
1. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan 
2. Alat pengendalian 





4. Alat politik 
5. Alat koordinasi antar unit kerja organisasi dalam pernerintah daerah yang 
terlibat dalam proses penyusunan anggaran. 
6. Alat evaluasi kinerja. 
7. Alat untuk memotivasi manajemen 
8. Alat untuk menciptakan ruang publik, dalam arti bahwa proses penyusunan 
anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat. 
 
2.4 Pengendalian 
2.4.1 Pengertian Pengendalian 
Fungsi pengendalian (controlling) menurut Simamora (2002:6) 
merupakan proses memastikan bahwa hasil sesuai dengan rencana semula, 
Dalam rangka menyelenggarakan fungi pengendalian, manajer mengambil 
langkah penting dalam rangka memastikan bahwa setiap bagian organisasi 
mengikuti rencana yang telah digariskan pada tahap perencanaan. Untuk 
melakukan hal ini, manajer mencermati laporan akuntansi dan laporan lainnya, 
dan kemudian membandingkannya dengan rencana yang sudah disusun 
sebelumnya. Laporan akuntansi dan laporan lainnya yang masuk ke manajemen 
disebut umpan balik. 
Umpan balik adalah informasi yang dapat dipakai untuk mengevaluasi 
atau mengoreksi tahapan yang diambi! untuk menerapkan sebuah rencana. 
Dengan umpan balik, seorang manajer (atau karyawan) dapat mengambii 
tindakan seperlunya. Umpan balik yang diterima oleh manajemen bisa saja 
mengindikasikan adanya kebutuhan untuk merevisi rencana, menyusun strategi 
baru, atau menata ulang struktur organisasi. Umpan balik merupakan kunci 





Umpan balik membawa dua fungsi penting. Pertama, umpan balik 
memberikan sinyal kepada manajer perihal aktivitas-aktivitas perusahaan. 
Apabila kinerja ternyata selaras dengan rencana, umpan balik menandakan 
bahwa kegiatan usaha dalam keadaan terkendali dan tidak membutuhkan 
manajemen. Namun bilamana   kinerja   ternyata   menyimpang   jauh   dari   
rencana,   manajemen   perlu memutuskan bagaimana mengubah kegiatan 
perusahaan dalam rangka membenahi kinerjanya di masa yang akan datang. 
Kedua, umpan balik dapat membantu manajemen mengevaluasi kinerja, suatu 
aspek penting kendali. Manajemen lapisan atas mesti mengevaluasi seberapa 
baik manajemen lapisan bawah menunaikan aktivitas yang didelegasikan kepada 
mereka dalam tahap perencanaan terdahulu. 
Jika kinerjanya memuaskan, jajaran manajemen puncak perlu 
mempertimbangkan imbalan namun sebaliknya jika kinerjanya memprihatinkan, 
tindakan korektif sepatutnya diambil. 
Menurut Usry dan Hammer (1994:5) pengendalian adalah “management's 
systematic effort to achieve objective by comparing performances to plan and 
taking appropriate action to correct important differences”. Pengendalian 
merupakan usaha sistematik perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara 
membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang 
tepat untuk mengkoreksi perbedaan yang penting. 
Pengendalian menurut Welsch, Hilton, dan Gordon dalam Purwatiningsih 
dan Maudy (2000:3) adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja 
yang efisien yang memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan. 
Definisi pengendalian yang dikemukakan oleh Fuad dkk (2000:100) 





mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, 
dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya”. 
 
2.5 Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengendalian 
 Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas 
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan 
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak 
dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.  
 Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari 
adanya over-spending, underspending, dan salah sasaran (misappropriation) 
dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan 
prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan 
pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. 
 Menurut Mardiasmo (2002) pengendalian anggaran publik dapat 
dilakukan melalui empat cara, yaitu: 
1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan; 
2. Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances); 
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak 
dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians; 









3.1 Obyek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pemerintah  Kota Baubau Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 
3.2 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologis yang 
merupakan filosofi dan sekaligus satu pendekatan metodologis dalam penelitian 
kualitatif. Metode fenomenologi membentangkan langkah-langkah yang harus 
diambil sehingga peneliti sampai pada fenomena yang murni.  
Metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 
fenomenologi membantu peneliti memasuki sudut pandang orang lain, dan 
berupaya memahami mengapa mereka demikian. Metode fenomenologi tidak 
hanya melihat sisi perspektif pada partisipan saja, tipe fenomenologi juga 
berusaha memahami kerangka yang telah dikembangkan oleh masing-masing 
individu, dari waktu ke waktu hingga membentuk tanggapan mereka terhadap 
peristiwa dan pengalaman dalam kehidupannya. Fenomenologi 
mengesampingkan gagasan-gagasan awal peneliti mengenai suatu peristiwa 
atau pengalaman dengan tujuan untuk memahaminya dari dunia tempat 
partisipan berada. 
Fenomenologi sebenarnya lebih merupakan suatu gerakan pemikiran 
filsafat. Oleh karena itu, sebagian kalangan misalnya Emree (1998:333-343), 
berbicara tentang gerakan fenomenologis (phenomenological movement), yakni 
gerakan internasional di bidang filsafat yang meluas keberbagai disiplin ilmu, 






Jerman menjelang akhir abad ke-19, gerakan yang dirintis oleh Edmund Husserl 
ini kemudian meluas ke Eropa, Amerika, dan Asia, termasuk Indonesia. 
Sebagai suatu gerakan dalam berpikir, fenomenologi (phenomenology) 
dapat diartikan sebagai upaya studi tentang pengetahuan yang timbul karena 
rasa kesadaran ingin mengetahui. Objek pengetahuan berupa gejala atau 
kejadian-kejadian dipahami melalui pengalaman secara sadar (councious 
experience). Fenomenologi menganggap pengalaman yang aktual sebagai data 
tentang realitas yang dipelajari.   
Pertimbangan digunakannya pendekatan fenomenologi adalah bahwa 
proses penganggaran merupakan suatu fenomena sosial yang disusun dengan 
adanya interaksi social antara berbagai pihak. Pendekatan fenomenologi lebih 
mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda karena menyajikan secara 
langsung hubungan antara peneliti dan informan, dan lebih dapat menjelaskan 
terhadap fenomena yang ada serta pola-pola nilai yang dihadapi. 
Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 
holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang 
alamiah. Untuk dapat mengetahui nilai-nilai apa yang mereka anut dalam 
menggunakan dan mengembangkan anggaran. Pendekatan kuantitatif dirasa 
kurang mampu dalam menjelaskan beberapa fenomena sosial dan hal ini 
membuat peneliti menggunakan pendekatan lain yang lebih sesuai yaitu 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk 





bagaimana anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian belanja barang 
dan jasa. 
 
3.3  Teknik Pengumpulan Data 
 Lofland (1984) dalam Moleong (2005) mengatakan, sumber data utama 
dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain. Data penelitian komunikasi 
kualitatif pada umumnya berupa informasi kategori substantive yang sulit 
dinumerasikan. Secara garis besardata dalam penelitian komunikasi kualitatif 
dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis: 
1. Data yang diperoleh dari interview 
2. Data yang diperoleh dari observasi 
3. Data yang berupa dokumen, teks, atau karta seni yang kemudian dinarasikan 
(dikonversikan ke dalam bentuk narasi). 
Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam, holistik, terhadap 
penggunaan anggaran sebagai alat pengendalian belanja barang dan jasa, maka 
penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Pengamatan atau observasi lapangan  
Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat 
gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau 
situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi 
kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, 
proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
serta kendala-kendala dalam penganggaran dan kondisi lain yang dapat 






2. Wawancara  
Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan 
mendalam (indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terkait 
langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang 
sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah 
orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang 
dibutuhkan di wilayah penelitian. Sedangkan dalam pengambilan 
informasi peneliti menggunakan teknik “snowball” yakni penentuan subjek 
maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi 
atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. 
Oleh karena itu spesifikasi informan penelitian tidak digambarkan secara 
rinci, namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang 
akan dianalisis berikutnya. Wawancara ini dilakukan terus sampai data 
yang dapat dikumpulkan benar-benar jenuh untuk bisa menjawab 
pertanyaan penelitian. 
 
3.4  Metode Analisis Data 
 Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola,m menemukan 
apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 
lain. (Moleong:2005) 
 Dipihak lain, analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut: 
1. Mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode 





2. Mengumpulkan, memilah-milah mengklasifikasikan, mensintesiskan, 
membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 
3. Berpikir, dengan jalan membuat kategori data itu mempunyai makna, 
mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 
temuan-temuan umum. 
 Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), 
dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah 
proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 
kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan langkah terakhir 
penelitian sebelum melakukan penarikan suatu kesimpulan. Analisis data ini 
terdiri dari: 
1. Data dari wawancara, observasi dan dokumentasi diorganisir kesamaan dan 
perbedaannya sesuai dengan pertanyaan penelitian. 
2. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya dengan cara: 
a. Meleburkan diri, 
b. Melakukan analisis komponen terhadap istilah acuan, 
c. Perspektif yang lebih luas melalui pencarian domein dalam pemandangan 
budaya, 
d. Menguji dimensi kontras seluruh domein yang telah dianalisis, 
e. Mengidentifikasi domein terorganisir, 
f. Mencari tema universal, dipilih satu dari enam topik: konflik sosial, 
kontradoksi budaya, teknik kontrol sosial, hubungan social pribadi, 
memperoleh dan menjaga status dan memecahkan masalah.   





h. Interpretasi atas temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan 
menggunakan teori yang relevan.  
i. Hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analitik kontekstual yang 
disajikan dalam Bab IV. 
Validasi data dilakukan triangulasi, meliputi triangulasi metode, sumber data 
dan data itu sendiri. 
1. Triangulasi metode dengan cara mengkombinasikan metode wawancara 
dengan observasi langsung. Triangulasi metode menunjukkan pada 
upaya peneliti membandingkan temuan data yang diperoleh dengan 
menggunakan suatu metode tertentu, (misalnya catatan lapangan yang 
dibuat selama melakukan observasi) dengan data yang diperoleh dengan 
menggunakan metode lain (misalnya transkrip dari in-depth interview) 
mengenai suatu persoalan dan dari sumber yang sama. Dalam hal ini, 
peneliti sebenarnya berusaha menguji seberapa tingkat validitas dan 
reabilitas data dengan menggunakan metode yang berbeda. 
2. Triangulasi sumber dengan cara menggunakan informan yang berbeda 
untuk melakukan cross check dan penelusuran data sekunder. Dari sini, 
peneliti akan sampai pada salah satu kemungkinan: data yang diperoleh 
ternyata konsisten, tidak konsisten atau berlawanan. Dengan cara ini 
peneliti kemudian dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai 
(beragam perspektif) mengenai gejala yang diteliti. 
3. Triangulasi data dengan mengembalikan kompilasi data serta hasil 
interpretasi data kepada informan, untuk mendapatkan masukan, koreksi 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Daerah Kota Baubau 
4.1.1 Kondisi Geografis  
Kondisi geografis Kota Baubau antara lain dapat digambarkan dari letak 
geografis dan batas administrasi, luas wilayah, topografi dan kelerengan, 
morfologi, geomorfologi, hidrologi, geologi serta kesesuaian lahan dan 
jenis tanah. 
A.  Letak Geografis dan Batas Wilayah Administrasi 
Secara geografis Kota Baubau terletak di bagian Selatan Provinsi 
Sulawesi Tenggara yang berupa wilayah kepulauan. Kota Baubau 
berada di Pulau Buton dengan posisi koordinat sekitar 0,5015’ hingga 
050 32’  Lintang Selatan dan 122046’  Bujur Timur. Dengan posisi 
tersebut, maka menjadikan Kota Baubau sebagai kota transit 
sekaligus daerah penghubung (connecting area) antara Kawasan 
Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). 
Secara fisik, Kota Baubau terletak pada Selat Buton dan dikelilingi 
oleh kecamatan-kecamatan dari Kabupaten Buton. Menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2001, batas-batas administrasi Kota 
Baubau adalah sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori 
Kabupaten Buton; 







3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga 
Kabupaten Buton; 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton. 
 
B.  Luas Wilayah 
Wilayah daratan Kota Baubau sebagian besar terdapat di 
daratan Pulau Buton yang memanjang di Selat Buton dan terdapat 1 
(satu) pulau yaitu Pulau Makassar (Puma). Luas wilayah Kota 
Baubau menurut BPS adalah sekitar 221,00 km2 atau 0,58% luas 
daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Akan tetapi, berdasarkan hasil 
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Tabel 1.1. Luas Wilayah Kota Baubau Menurut Kecamatan 
No. Kecamatan 
Luas Wilayah (Ha) 
BPS Foto Udara  
1. Betoambari 2.789,00 2.891,50 
2. Murhum 645,00 1.035,86 
3. Wolio 1.733,00 2.926,97 
4. Kokalukuna 944,00 1.736,57 
5. Sorawolio 8.325,00 10.879,40 
6. Bungi 4.856,00 6.063,02 
7. Lea-Lea 2.808,00 3.456,17 
 Kota Baubau 22.100,00 29.016,49 
Sumber: Dinas Tata Kota dan Bangunan (2009), 
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Baubau. 
Luas wilayah menurut kecamatan sangat beragam. 
Kecamatan Sorawolio merupakan wilayah kecamatan yang paling 
luas disusul Kecamatan Bungi, Kecamatan Lea-Lea, Kecamatan 
Betoambari, Kecamatan Wolio dan Kecamatan Kokalukuna serta 
yang terkecil adalah Kecamatan Murhum (Tabel 1.1). 
4.1.2 Visi Misi Kota Baubau 
4.1.2.1 Visi  
Visi Kota Baubau Tahun 2008-2013 sebagaimana dituangkan 
dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 
2008-2013 diturunkan dari Visi Jangka Panjang Kota Baubau Tahun 





Tahun 2008-2013 dan Visi Nasional Tahun 2004-2009 yang berbunyi 
sebagai berikut: “Terwujudnya Kota Baubau sebagai Kota Budaya 
yang Produktif dan Nyaman, melalui Optimalisasi Sumberdaya 
Lokal secara Profesional dan Amanah menuju  Masyarakat 
Sejahtera, Bermartabat, dan Religi”.  
Penjelasan makna kata-kata kunci yang terkandung dalam Visi Kota 
Baubau Tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut. 
A.  Kota Budaya yang Produktif dan Nyaman 
Dalam membangun Kota Baubau lima tahun mendatang, segala 
upaya pembangunan akan ditujukan untuk meningkatkan identitas 
Baubau sebagai Kota Budaya, dengan perhatian utama pada 
pencitraan nilai-nilai budaya yang sekarang sudah berkembang 
dengan tetap memperhatikan produktivitas dan kenyamanan. 
Produktivitas menekankan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan 
kualitas sumberdaya, aksesibilitas sumberdaya lokal yang 
memadai, peningkatan peluang usaha bagi masyarakat, dan 
ketersediaan sistem pelayanan yang baik bagi seluruh komponen 
masyarakat kota dan pelaku pembangunan. Sedangkan aspek 
kenyaman menekankan liveablity, yang berarti bahwa Kota Baubau 
akan menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sekaligus aman bagi 
siapa saja yang berkunjung dan/atau bermukim di Kota Baubau. 
B.  Optimalisasi Sumber Daya Lokal Secara Profesional dan 
Amanah 
Dalam pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang akan 
difokuskan pada upaya mengoptimalkan segala bentuk sumberdaya 





sumberdaya manusia, sumberdaya budaya, sumberdaya 
buatan/teknologi, dan sumber-sumber penerimaan daerah untuk 
sampai pada peletakan dasar yang kokoh bagi “kota yang 
produktif”. Kemudian, pembangunan akan dilakukan secara 
profesional melalui pemanfaatan kemampuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, dengan tetap memperhatikan equity (kesamaan 
peluang bagi semua anggota masyarakat), efektivitas dan efisiensi, 
ramah lingkungan, dan resource prudence (sumber daya 
dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat tanpa 
harus menggadaikan masa depan). Jika hal tersebut dijalani, maka 
akan tercipta pemanfaatan sumber daya yang amanah yang selalu 
mengedepankan aspirasi masyarakat demi kepentingan bersama. 
C.  Masyarakat Sejahterah, Bermartabat dan Religi 
Sasaran akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Baubau 
adalah kesejahteraan bagi masyarakat yang bermartabat dan 
berakhlak mulia. Hal ini dapat ditempuh melalui pencapaian 
produktivitas yang tinggi dan penciptaan lingkungan kota yang 
nyaman dan aman, dan semua upaya pembangunan (baik fisik 
maupun mental spiritual) harus selalu bernafaskan ajaran agama, 
dan berlandaskan pada budaya lokal positif masyarakat yang 
secara historik dikenal luas, dan selama ini telah tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.  
4.1.2.2 Misi  
Sebagai penjabaran dari Visi Kota Baubau Tahun 2008-2013, 





1. Memantapkan peran dan posisi Kota Baubau sebagai simpul 
perdagangan dan pelayanan jasa yang berorientasi pada 
produktivitas; 
2. Meningkatkan citra budaya lokal pada tingkat regional, nasional, 
dan internasional; 
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan religi; 
4. Meningkatkan kelancaran mobilitas internal dan eksternal wilayah, 
dan  menciptakan kenyamanan dalam beraktivitas bagi masyarakat 
kota; 
5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan partisipasi dalam 
pembangunan; 
6. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sistem pelayanan publik; 
7. Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta 
menciptakan iklim politik dan keamanan yang kondusif. 
Penjelasan makna kata-kata kunci yang terkandung dalam Misi Kota 
Baubau Tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut. 
Misi – 1:  Memantapkan peran dan posisi Kota Baubau 
sebagai simpul perdagangan dan pelayanan jasa 
yang berorientasi pada produktivitas 
Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Baubau 
sebagai kota perdagangan dan pelayanan jasa yang produktif melalui 
penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih 
besar dengan prinsip co-opetitive (persaingan menggapai tujuan dengan 
kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan 
tenaga professional. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan 





hubungan kerjasama antar wilayah dalam rangka percepatan 
pembangunan ekonomi lokal dan regional. 
Misi – 2:  Meningkatkan citra budaya lokal pada tingkat 
regional, nasional, dan internasional 
Misi ini akan dilakukan dengan pencitraan nilai-nilai budaya, 
peningkatan kualitas dan kuantitas informasi, pemberdayaan lembaga-
lembaga adat, dan pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata 
regional sehingga dapat mempromosikan Kota Baubau sebagai kota 
yang memiliki modal budaya dan secara historik tumbuh dan 
berkembang dari Pusat Kerajaan Buton, yang terletak pada Gerbang 
Paling Timur Kerajaan Melayu, sehingga unggul dan terkemuka dalam 
pengembangan budaya lokal dan seni, dan memiliki keunikan. 
Misi – 3:  Mewujudkan sumberdaya manusia yang 
berkualitas dan religi 
Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang 
memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai 
dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup 
pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, 
pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan. 
Misi – 4:  Meningkatkan kelancaran mobilitas internal dan 
eksternal wilayah, dan  menciptakan kenyamanan 
dalam beraktivitas bagi masyarakat kota 
Misi ini ditempuh melalui peningkatan sarana dan prasarana dasar 
perkotaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan 
secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Baubau sebagai kota 





infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan 
lokal, regional, nasional, dan internasional. Disamping itu misi ini juga 
ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas public space 
yang lebih nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 
Misi ini diharapkan dapat meningkatkan citra kota dari aspek liveability 
(menjadi tempat tinggal yang nyaman), investability (kondusif sehingga 
atraktif bagi kalangan pelaku bisnis), dan visitability (kota yang selalu 
dikunjungi karena kesan dan daya jangkaunya). 
Misi – 5:  Meningkatkan kemandirian masyarakat dan 
partisipasi dalam pembangunan 
Misi ini ditempuh melalui pemberdayaan masyarakat, stimulasi tumbuh-
kembangnya berbagai usaha kecil dan menegah, peningkatan 
pengelolaan  sumberdaya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditempuh secara 
berbarengan dengan penguatan lembaga-lembaga masyarakat, 
pemuda, dan pengarusutamaan gender (gender main streaming), serta 
peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan (participatory 
development). 
Misi – 6:  Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sistem 
pelayanan publik 
Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan 
profesionalitas. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki 
secara sistematik dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah 
(peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan 
publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel 





Misi – 7:  Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi 
manusia serta menciptakan iklim politik dan 
keamanan yang kondusif 
Misi ini ditempuh dengan mendorong terwujudnya jaminan kepastian 
hukum dan hak berpolitik warga, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai 
budaya dan hukum adat, menjamin tumbuhnya demokrasi, rasa 
keamanan dan keadilan bagi masyarakat, dan melindungi hak-hak 
politik demokrasi dan hak asasi manusia baik melalui produk peraturan-
peraturan maupun melalui perwujudan penyelenggaraan tata 
pemerintahan yang baik (good governance). 















4.2  Pembahasan 
4.2.1  Fungsi Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian 
Belanja Barang Dan Jasa 
Anggaran memegang peran dan fungsi yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di kota Baubau. Hasil wawancara peneliti 
dengan Assisten Bidang Administrasi Umum yang antara lain membawahi 
Bagian Keuangan Kota Baubau, Ahmad Zakir, SE, M.Si, menunjukkan bahwa: 
 “Anggaran bagi pemerintah kota Baubau diibaratkan sebagai “darah dan 
urat nadi” pembangunan dan pemerintahan di kota Baubau sehingga 
pemerintah kota Baubau sangat serius dalam menyusun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya guna meminimalkan 
kendala-kendala yang muncul akibat dinamika pembangunan.Oleh karena 
itu, apabila kualitas anggaran daerah rendah, maka kualitas pelaksanaan 
fungsi-fungsi pemerintahan daerah juga cenderung lemah” 
 
Ahmad Zakir, SE. M.Si yang juga mantan Kepala Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Baubau menambahkan, selain 
sebagai sebagai urat nadi pembagunan dan pemerintahan, anggaran juga 
merupakan desain teknis atau  cetak biru bagi pelaksanaan strategi untuk 
mencapai Visi dan Misi Kota Baubau. Ahmad Zakir mengatakan: 
“Anggaran yang disusun setiap tahun merupakan desain teknis atau cetak biru 
pelaksanaan strategi untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Baubau 
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kota Baubau dan/atau Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Baubau. Peran dari penganggaran untuk 
perencanaan adalah mewujudkan pencapaian target-target atau sasaran 
pembangunan pada masing-masing bidang atau urusan pemerintahan 
berdasarkan skala prioritas pembangunan Kota Baubau setiap tahun anggaran. 
Dengan kata lain, peran dari penganggaran adalah untuk merencanakan dan 
memutuskan mana program dan kegiatan yang harus dianggarkan Pemerintah 
Kota Baubau pada setiap tahun anggaran. Oleh karena itu, apabila 
penganggaran tidak dilakukan secara tepat, maka samasaja menurunkan 
tingkat ketepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Baubau.” 
 
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah kota Baubau 





disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) setiap tahunnya 
adalah alat untuk menjawab kesinambungan dinamika keberlangsungan 
pembangunan daerah dan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Kota 
Baubau senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menyelaraskan APBD 
dengan dinamika dan tuntutan pembangunan ekonomi masyarakat yang setiap 
tahunnya semakin kompleks.  
Salah satu upaya untuk menyelaraskan antara APBD dan dinamika 
pembangunan kota Baubau yang semakin kompleks tersebut adalah melalui 
perencanaan anggaran yang baik dan sesuai dengan hukum serta mekanisme 
yang berlaku.  Kepala Bagian Keuangan Setda kota Baubau, Drs. Zainuddin M.Si 
mengatakan bahwa:  
“Dinamika pembangunan dan perekonomian Kota Baubau semakin cepat dan 
kompleks sehingga seolah-olah ketersediaan anggaran belanja dalam APBD 
tidak memadai di dalam menjawab dinamika tersebut. Untuk itu, pemerintah 
kota Baubau berupaya semaksimal mungkin menyusun dan merencanakan 
anggaran secara baik dan taat hukum yang berlaku baik dalam skala nasional 
maupun dalam lingkup Pemerintahan Kota Baubau. Hal ini bisa dilihat dalam 
sistem dan mekanisme perencanaan dan penyusunan APBD kota Baubau.” 
 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bagian Keuangan Setda 
Kota Baubau Drs. Zainuddin M.Si dan penelusuran dokumen penggaran kota 
Baubau menunjukan bahwa proses penganggaran di kota Baubau dimulai dari 
proses penyusunan dokumen tahunan pembangunan daerah atau penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Baubau. Proses penyusunan 
RKPD ini diawali dengan Musrenbang di tingkat Kelurahan dan Musrenbang 
Kecamatan. Sementara Kegiatan Musrenbang di tingkat kelurahan dan 
kecamatan ini dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Baubau. 
Hasil Musrenban di tingkat kelurahan dan kecamatan ini selanjutnya dibawa ke  





Bappeda kota Baubau. Hasil dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah RKPD 
Kota Bau-Bau. 
Setelah RKPD kota Baubau ini disusun, maka Walikota Baubau bersurat 
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kota 
Baubau untuk  segera menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Selanjutnya, RKA-SKPD ini 
disampaikan kepada Walikota Baubau c.q: Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau (sebelum dipecah menjadi Dinas 
Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan Setda Kota 
Baubau pada tanggal 12 Maret 2011). RKA-SKPD kemudian dianalisis dan 
dirasionalisasi oleh Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Baubau. 
 Hasil Analisis dan Rasionalisasi program dan kegiatan yang diusulkan 
oleh SKPD tersebut, selanjutnya dibahas dalam rapat Walikota Baubau dengan 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), para staf ahli Walikota Baubau, para 
Kepala SKPD, para Kepala Bagian Setda, Kepala Bidang Anggaran, para Kepala 
Seksi dan staf Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah kota Baubau. Pada prinsipnya, rapat ini membahas fokus program 
dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan kota Baubau.  
Bersamaan dengan itu, dilakukan penyusunan Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kota 
Baubau dengan modifikasi dan/atau format sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 





Pada sisi lain, bersamaan dengan telah diterimanya RKA-SKPD oleh 
Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
kota Baubau, maka disusunlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Baubau dan Penyusunan 
Rancangan Peraturan Walikota Baubau tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Baubau. 
Setelah Pemerintah dan Semua SKPD menyepakati rancangan KUA dan 
rancangan PPAS kota Baubau termasuk Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD kota Baubau dan penyusun Rancangan Peraturan Walikota Baubau 
tentang Penjabaran APBD kota Baubau, maka rancangan KUA dan PPAS 
tersebut diserahkan kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas dan disepakati. 
Setelah KUA dan PPAS telah disepakati bersama oleh Pemerintah kota Baubau 
dan DPRD kota Baubau, maka sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah 
DPRD kemudian diserahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Baubau dan Rancangan Peraturan 
Walikota Baubau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) kota Baubau untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah tentang APBD kota Baubau.  
Dalam penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 
kota Baubau dan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Baubau tentang 
perubahan Penjabaran APBD kota Baubau, proses awal yang dilakukan adalah 
Walikota Baubau bersurat kepada SKPD-SKPD lingkup pemerintah kota Baubau 
untuk segera menyusun rancangan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Rancangan ini selanjutnya 
disampaikan pada Walikota Baubau c.q: Bagian Keuangan Setda kota Baubau. 





dalam hal ini Subbagian Anggaran Setda, maka dilakukan penginputan 
perubahan RKA-SKPD. Bila proses penginputan RKA selesai maka dilakukan 
penyusunan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kota  
Baubau, sehingga muatan program dan kegiatan, baik nama maupun pagu 
anggaran sama dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 
kota Baubau dan Rancangan Peraturan Walikota Baubau tentang Perubahan 
Penjabaran APBD kota Baubau.  
Setelah itu, dilakukanlah rapat antara Walikota Baubau dengan Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), para Kepala SKPD, para staf ahli 
Walikota Baubau, para Kepala Bagian Setda dan Subbagian Anggaran Setda 
maupun antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin 
langsung oleh Sekretaris Daerah kota Baubau dengan para Kepala SKPD, para 
staf ahli Walikota Baubau, para Kepala Bagian Setda dan Subbagian Anggaran 
Setda. Setelah disepakati  rancangan penyusunan rancangan perubahan KUA 
dan rancangan perubahan PPAS kota Baubau oleh pemerintah dan semua 
Kepala SKPD, maka rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut 
diserahkan kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas dan disepakati.  
 Ketika perubahan KUA dan perubahan PPAS telah disepakati bersama 
oleh Pemerintah kota Baubau dan DPRD kota Baubau, maka selanjutnya sesuai 
dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD maka diserahkan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kota Baubau dan Rancangan 
Peraturan Walikota Baubau tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Baubau untuk selanjutnya dibahas 
dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 






Drs. Zainuddin M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Baubau 
mengatakan:  
 
“Secara umum Sistem penganggaran Kota Baubau tidak mengacu pada line-item 
budgeting yang didasarkan pada sifat dari penerimaan dan pengeluaran ataupun 
zero based budgeting di mana dalam penyusunan anggaran tidak berpatokan 
pada anggaran tahun lalu sebagai dasar penyusunan anggaran tahun ini, namun 
didasarkan pada kebutuhan saat ini. Sistem penganggaran di kota Baubau 
merupakan kombinasi dari incremental budgeting, planning programming 
budgeting system dan performance budgeting system.”  
 
Kombinasi system anggaran ini dapat dilihat pada tahap awal 
penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
yang dilakukan oleh Bappeda Kota Baubau. Dalam RKPD ini tercakup 
evaluasi capaian sasaran program RPJMD tahun anggaran sebelumnya (t-1), 
perkiraan capaian sasaran program RPJMD tahun anggaran berjalan (t) dan 
target capaian sasaran program RPJMD tahun anggaran berikutnya (t+1), 
program prioritas pembangunan tahun berikutnya, indikator beserta tolok ukur 
kinerja dan target kinerjanya sertapagu anggaran masing-masing program dan 
kegiatan. 
  
Secara operasional Program prioritas pembangunan berdasarkan visi dan 
misi pembangunan didasarkan pada pertimbangan: apa yang direncanakan 
(what)? Mengapa itu direncanakan (why)? Berapa biayanya (how) ? Kapan itu 
akan dilakukan (when)? Apa yang akan menjadi hasil akhir? Ini menganut 
filosofi performance budgeting system. Hal inikemudian diterjemahkan dalam 
bentuk fokus program dan kegiatan pembangunan dalam rancangan RKPD. 
Selanjutnya akan menjadi dasar untuk penyusunan Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang 
sejalan dengan filosofi planning programming budgeting system.  
Pada tahap selanjutnya, dalam penentuan pagu anggaran program dan 





mengurangi jumlah anggaran (rupiah) pada item-item anggaran yang sudah 
ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar 
untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan anggaran 
yang dinilai sesuai dengan filosofi incremental budgeting.  
Pada tahap terakhir, dilakukan analisis oleh Tim Anggaran Pemerintah 
DaerahKota Baubau. Di sini, program dan kegiatan yang akan dialokasikan 
anggaran belanja berorientasi pada pencapaian hasil kinerja dan lebih 
menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil 
yang optimal sesuai dengan filosofi performance budgeting system. 
Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa selain sebagai desain teknis 
atau instrument dalam pencapain target-target pembagunan daerah, anggaran 
juga berfungsi sebagai pengendalian (controlling) jalannya pemerintahan. Hal 
ini sessuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan Setda 
Kota Baubau, Drs. Zainuddin M.Si yang menyatakan bahwa: 
“Penganggaran bagi Pemerintah Kota Baubau tidak hanya sekedar desain teknis 
atau instrument dalam pencapaian target-target pembangunan daerah, tetapi 
sekaligus sebagai pengendalian jalannya pemerintahan.Sesuai dengan 
semangat tata pemerintahan yang baik (good governance), penganggaran bisa 
mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu, dalam 
penyusunan anggaran, perlu dilakukan secara detail, komprehensif, handal dan 
rinci guna memudahkan pengendalianjalannya pembangunan dan pemerintahan, 
sehingga antara rencana anggaran (dokumen APBD) akan sama dengan 
realisasi fisik anggaran di lapangan.” 
 
Untuk mewujudkan fungsi pengendalian ini, maka penganggaran di kota 
Baubau dilakukan secara berjenjang. Menurut Drs. Zainuddin M.Si sebagai 
wujud dari penganggaran sebagai pengendalian maka dilakukan secara 
berjenjang yaitu melalui tiga tahap yaitu: 
a. Pada tahap perencanaan anggaran (APBD) dilakukan dengan cara 
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD secara rinci dan berbasis 
kinerja sehingga efisiensi dan efektivitas anggaran belanja program dan 
kegiatan dapat dideteksidan dihitungdengan baik dan tepat. Oleh karena 





diupayakan diperinci sampai unit terkecil sehingga memudahkan 
pengklasifikan obyek belanja—mana yang masuk belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa serta mana yang masuk dalam belanja modal.  
b. Pada tahap penatausahaan anggaran dilakukan dengan cara 
mensinronkan pencairan anggaran (perbendaharaan) SKPD pada waktu 
sekarang (t) dengan pelaporan penggunaan anggaran SKPD atau Surat 
Pertanggungjawaban SKPD/SPj SKPD terhadap anggaran atau Surat 
Permintaan Pencairan Dana (SP2D) yang telah dicairkan pada waktu 
sebelumnya. Katakanlah satu bulan sebelumnya (t-1). Dengan kata lain, 
SP2D SKPD dapat dilakukan apabila kewajiban SKPD untuk menyetor 
SPj telah terpenuhi yang dibuktikan dengan paraf Kepala Subbagian 
Verifikasi dan Pembukuan Setda pada SP2D yang akan diajukan pada 
Subbagian Perbebdaharan Setda Kota Baubau. Sebagai tambahan, 
pada tahun anggaran 2012 ini, Pemerintah Kota Baubau telah 
mensyaratkan juga syarat pencairan anggaran (SP2D) dengan 
melampirkan laporan bendahara barang SKPD yang ditelah diverifikasi 
dan diparaf oleh Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Baubau. Hal 
ini untuk menjamin realisasi belanja barang SKPD sama dengan laporan 
fisik barang yang ada di SKPD. 
c. Pada tahap pertanggungjawaban, penyusunan laporan keuangan 
diupayakan semakin cepat, sehingga sebelum per 31 Maret tahun 
anggaran berikutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Pemerintah Kota Baubau sudah siap diserahkan kepada Perwakilan 
Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diaudit. 
 
Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintahan kota Baubau 
sangat memberikan perhatian yang serius terhadap penganggaran karena 
dinilai sebagai pengendali dalam belanja barang dan jasa. Drs. Zainuddin M.Si 
mengatakan bahwa: “Anggaran memegang peran sangat penting dalam 
mengendalikan belanja barang dan jasa agar tidak terjadi belanja berlebihan 
atau overspending, underspending atau bahkan salah sasaran.” 
Kepala Sub Bagian Anggaran Kota Baubau Aliman, SE, M.Si mengakui 
bahwa meskipun anggaran telah direncanakan dan disusun  secara ketat 
namun kadang-kadang masih ditemukan adanya belanja berlebihan atau 
overspending. Aliman, SE, M.Si mengatakan bahwa: 
“Salah satu hal yang dapat terjadi dalam penganggaran (APBD) adalah 
penganggaran yang berlebihan (over-spending) di mana anggaran belanja pada 





seharusnya. Sebagai alat pengendalian, maka sesuai dengan amanat Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam penyusunan APBD 
Kota Baubau Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kota Baubau mulai 
menerapkan anggaran berbasis kinerja pada beberapa program dan kegiatan 
yang pada saat itu dapat dirinci.” 
 
Aliman mengakui bahwa,  berdasarkan pengalaman dalam beberapa 
tahun terakhir, yang sering terjadi dalam proses penyusulan anggaran belanja 
SKPD over spending dan salah sasaran. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 
besaran usulan belanja SKPD dibandingkan usulan anggaran belanja tahun 
anggaran sebelumnya atau target sasaran kinerja program dan/atau kegiatan 
yang ingin dicapai SKPD dengan usulan anggaran belanja pada program 
dan/atau kegiatan tersebut. 
Pengakuan Aliman di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 
Mardiasmo (2002) bahwa pengendalian anggaran public antara lain dapat 
dilakukan dengan membandingkan kinerja actual dengan kinerja yang 
dianggarkan atau menghitung selisih anggaran.  Hasil Laporan Realisasi 
Anggoran kota Baubau tahun 2009 misalnya menunjukkan bahwa Pembiayaan 
Netto Setelah Perubahan adalah sebesar Rp. 16.745.900.754.00, sementara 
realisasinya adalah sebesar Rp. 16.900.026.299.69. Dengan demikian terjadi 
selisih anggaran (overspending) sebesar Rp. 154.125.545.69 atau (100.92%).  
Hal yang sama juga terjadi untuk Tahun Anggaran 2010. Besar 
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan di Pemerintah daerah Kota Baubau 
adalah Rp. 778.363.947.31, sementara realisasinya adalah sebesar Rp. 
1.923.805.940.57. Dengan demikian terjadi selisih Pembiayaan Netto atau 
overspending sebesar Rp. 1.145.441.993.26 atau (247.16%). 
Meskipun secara umum terjadi overspending dalam penganggaran 





jasa terjadi keadaan underspending terutama dalam Tahun anggaran 2009 dan 
2010 .   Hasil analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 
Daerah Kota Baubau tahun 2009 menunjukkan bahwa, besarnnya anggaran 
belanja barang dan jasa setelah perubahan adalah Rp. 60,998,639,387.00. 
Namun dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 51,589,439,244.00. Dengan 
demikian terjadi selisih yang bersifat underspending di bidang belanja barang 
dan jasa sebesar  Rp. 9,409,200,143.00. Itu artinya, target belanja barang dan 
jasa Pemerintah daerah kota Baubau hanya mencapai 84.57 %. 
Kondisi underspending dalam belanja barang dan jasa ini juga terjadi 
pada Tahun Anggaran 2010. Hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran 
Pemerintah daerah Kota Baubau tahun 2010 menunjukkan bahwa, besarnnya 
anggaran belanja barang dan jasa setelah perubahan adalah Rp. 
48,414,930,084.00. Namun dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 
44,006,949,829.00. Dengan demikian terjadi selisih anggaran yang sifat 
underspending dalam belanja barang dan jasa sebesar  Rp. 4.407.980.255. 00. 
Itu artinya, target belanja barang dan jasa Pemerintah daerah kota Baubau 
hanya mencapai 90.90 %. 
Berdasarkan perbandingan selisih anggaran belanja barang dan jasa di 
atas dapat dikatakan bahwa secara umum kondisi underspending anggaran 
belanja barang dan jasa pemerintah daerah kota Baubau menunjukkan semakin 
diperkecil atau ditekan. Jika posisi underspending belanja barang dan jasa pada 
tahun anggaran 2009 mencapai 15, 43% maka pada tahun anggaran 2010, 
pemerintah kota baubau berhasil menekan posisi underspending menjadi hanya 
sebesar 9,1% saja.  
Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Baubau dalam 





M.Si mengemukakan; “Dalam hal terjadi overspending, berdasarkan praktek dan 
pengalaman dalam beberapa tahun terakhir dalam penyusunan APBD Kota 
Baubau, maka salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Baubau guna mengantisipasi hal tersebut adalah mendorong SKPD untuk 
menyusun RKA SKPD secara rinci serta menghindari penganggaran yang 
bersifat glodongan, seperti: 1 paket. Selain itu, guna memastikan adanya over-
spending, maka usulan anggaran belanja yang ada dalam RKA SKPD 
dibandingkan dengan Standarisasi Harga Barang.” 
Ada beberapa langkah yang ditempuh pemerintahan kota Baubau dalam 
hal  ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengatasi terjadinya 
overspending atau underspending dalam usulan anggaran SKPD yaitu: 
1. Membandingkan usulan anggaran SKPD untuk program dan/atau 
kegiatan yang sama dengan tahun anggaran sebelumnya dan/atau 
merevisi atau menurunkan besaran usulan anggaran belanja SKPD 
berdasarkan Standarisasi Harga Barang Tahun Anggaran berikutnya. 
2. Melakukan proksi (didekati) dengan harga pasar saat ini ditambah 
dengan pajak yang harus dibayarkan dalam pengadaan barang dan 
jasa tersebut, atau; 
3. Melihat kewajaran antara target kinerja program dan/atau kegiatan yang 
ingin dicapai SKPD dengan anggaran belanja yang diusulkan oleh 
SKPD.  
 
Pemerintah kota Baubau berupaya semaksimal mungkin untuk 
menghindari keadaan overspending dan underspending dalam pembelian barang 
dan jasa. “Keduanya bukan untuk dipilih, karena apabila terjadi overspending 





ketidakefisiensian anggaran. Sebaliknya, apabila under spending, maka berarti 
telah terjadi ketidakefektifan pencapaian target sasaran program/kegiatan.” Ujar 
Aliman. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa salah satu 
bentuk pengendalian anggaran adalah melalui upaya menemukan penyebab 
terjadinya overspending atau underpending. Adapaun  salah satu penyebab 
terjadinya over spending atau underspending dalam belanja barang dan jasa di 
pemerintahan kota Baubau adalah kurangnya pemahaman SKPD terhadap 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Zainuddin 
menuturkan bahwa: 
“Salah satu kelemahan utama dalam penganggaran di Kota Baubau adalah 
banyaknya SKPD yang belum memahami Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau. Akibatnya, ketika menyusun 
Rencana Kerja (Renja) SKPD ataupun RKA SKPD, indikator program dan/atau 
kegiatan yang meliputi: capaian program, masukan (input), keluaran (output), 
hasil (outcome) dan kelompok sasaran kegiatan tidak dapat ditetapkan secara 
tepat, baik dalam kaitannya dengan tolak ukur kinerja maupun target kinerjanya. 
Hal inilah yang menyebabkan terjadinya salah sasaran dalam pengalokasian 
anggaran untuk program dan/atau kegiatan.” 
 
Selain kurangnya pemahaman SKPD terhadap RPJMD di atas,  
penelitian ini juga menemukan bahwa faktor lain yang menyebabkan terjadinya 
over spending atau underspending dalam pembelian barang dan jasa adalah 
belum adanya uji kelayakan atau appraisal secara akademis terhadap 
standardisasi harga barang dan jasa. Aliman, SE, M.Si mengemukakan bahwa: 
“Secara riil, yang sering dihadapi oleh Pemerintah Kota Baubau adalah over 
spending serta salah sasaran. Meskipun Pemerintah Kota Baubau telah 
mempunyai dokumen Standarisasi Harga Barang, akan tetapi kelayakan dari 
standarisasi harga tersebut belum dilakukan pengujian atau appraisal secara 
akademik. Sebagai contoh, sampai saat ini Pemerintah Kota Baubau belum 
mempunyai dokumen resmi yang sahih/valid tentang besaran anggaran yang 
dibutuhkan untuk membangun suatu prasarana fisik pekerjaan umum. Idealnya, 
kalau ada dokumen tersebut, maka akan dapat digunakan sebagai benchmark 
sehingga pemborosan anggaran dalam penyediaan prasarana fisik pekerjaan 





pendidikan dan kesehatan dan lain sebagainya juga Pemerintah Kota Baubau 
belum mempunyai appraisal anggaran program/atau kegiatan pada bidang-
bidang tersebut."  
 
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota Baubau dalam 
menerapkan fungsi anggaran sebagai alat pengendalian belanja barang dan jasa 
sebagaimana diuraikan di atas tampaknya sejalan dengan pendapat atau teori 
Mardiasmo (2002) yang mengemukakan bahwa pengendalian anggaran publik 
dapat dilakukan melalui empat cara yaitu; 
1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan; 
2. Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances); 
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak 
dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians; 
4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya 
  
Namun demikian, selain upaya tersebut di atas, ada juga upaya lain yang 
dilakukan untuk mengatasi terjadinya overspending dan underspending.  Upaya 
yang dilakukan pemerintah kota Baubau tersebut adalah menerapkan anggaran 
berbasis kinerja dalam penyusunan Renja SKPD ataupun RKA SKPD.  
Meskipun demikian, Zainuddin mengakui bahwa upaya ini belum 
sepenuhnya berhasil diterapkan karena sampai saat ini masih banyak Rencana 
Kerja SKPD atau RKA SKPD yang belum mencantumkan indikator program 
dan/atau kegiatan secara tepat. Padahal menurut Zainuddin, “Penerapan 
anggaran berbasis kinerja akan berjalan baik, apabila mulai dari penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) yang disusun oleh Bappeda Kota Baubau telah ditetapkan 
sasaran program dan/atau kegiatan secara tetap berdasarkan evaluasi capaian 





sasaran program RPJMD tahun anggaran berjalan (t) dan target capaian sasaran 
program RPJMD tahun anggaran berikutnya (t+1).” 
Selain mencegah terjadinya over spending atau underspending dalam 
belanja barang dan jasa, fungsi pengendalian anggaran di pemerintahan kota 
Baubau juga dimaksudkan untuk mencapai kualitas dan opini wajar dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Aliman mengemukakan bahwa: 
“Pengendalian barang dan jasa cukup penting dan sangat menentukan kualitas 
dan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD Pemerintah Kota 
Baubau. Sebagaimana diketahui, secara umum opini BPK terkait dengan 3 
(tiga) hal, yaitu: kesalahan penyajian anggaran; kewajaran penyajian persediaan 
dan kewajaran penyajian aset. Dengan demikian, apabila pengendalian barang 
dan jasa tidak dilakukan secara baik, berarti transparansi dan akuntabilitas dari 
barang dan jasa tersebut tidak bisa dijamin secara maksimal. Artinya bahwa, 
dengan pengendalian barang dan jasa, maka filosofi: mencatat barang dan jasa 
yang ada dan barang dan jasa yang ada harus dicatat benar-benar 
dilaksanakan dalam pengelolaan dan Pengendalian barang dan jasa milik 
Pemerintah Kota Baubau.” 
 
 
Meskipun secara umum proses penganggaran telah direncanakan dan 
dilaksanakan secara maksimal, namun dalam penerapannya masih saja 
ditemukan sejumlah hambatan atau masalah umum dalam proses penganggaran 
di Setda kota Baubau. Salah satunya adalah penyusunan APBD dan APBD 
Perubahan tidak didukung dengan dokumen yang memadai dan seringkali 
ditetapkan secara terlambat.  
Kepala bagian Keuangan Setda Kota Baubau, Drs. Zainuddin, M.Si 
mengemukakan:  
“Dalam hal APBD dan APBD Perubahan disusun dengan dokumen yang tidak 
memadai maka akan dilakukan koordinasi intensif dengan TAPD atau SKPD 
terkait guna mengatasi permasalahan tersebut. Sementara apabila masalahnya 
akibat keterlambatan penetapan APBD dan APBD perubahan, maka 
pemerintah akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak, 
termasuk DPRD kota Baubau sehingga penetapan APBD dan APBD 
perubahan dapat dipercepat. Tentu saja, proses tersebut tetap mengacu dan 





Selain itu ada juga masalah lain dalam penyusunan anggaran  yaitu 
adanya penganggaran belanja daerah yang tidak memiliki dasar hukum/dasar 
penetapan, sumber pendapatan dan tidak sesuai kebutuhan. Menurut  Drs. 
Zainuddin, M.Si, untuk mengatasi persoalan ini maka:   
“Dalam kasus penganggaran belanja daerah tidak memiliki dasar hukum/dasar 
penetapan, sumber pendapatan dan tidak sesuai kebutuhan maka belanja 
daerah tersebut tidak akan dianggarkan dalam APBD. Karena apabila belanja 
daerah tersebut tetap dipaksakan, maka pertama, akan membebani APBD 
(defisit APBD bertambah) dan kedua, output dari belanja daerah tersebut tidak 
akan memberikan hasil, manfaat dan dampak ataupun multiplayer effect yang 
berarti bagi pembangunan kota Baubau” 
 
Masalah lain yang juga muncul adalah adanya penganggaran pendapatan 
yang tidak realistis. Untuk mengatasi persoalan seperti ini, Kabag Keuangan 
Setda Kota baubau, Drs. Zainuddin, M.Si mengemukan: 
“Dalam hal penganggaran pendapatan tidak realistis, maka akan dilakukan 
koordinasi dengan SKPD terkait sehingga penganggaran pendapatan tersebut 
dapat mendekati realitas atau potensi dari pendapatan tersebut. Dalam kaitannya 
dengan PAD, maka setiap SKPD pemungut PAD perlu memiliki data potensi  
penerimaan dan bukan hanya sekedar data rencana penerimaan PAD” 
 
Sementara itu,  apabila terdapat penganggaran belanja pegawai pada pos 
belanja selain pegawai maka menurut Zainuddin, akan dilakukan koreksi 
sehingga penempatan pos-pos belanja tersebut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Drs. Zainuddin, M.Si selaku Kabag Anggaran Setda Kota 
Baubau menambahkan, jika masalahnya adalah belanja bunga, hibah, subsidi, 
bantuan, tak terduga tidak dianggarkan pada SKPKD maka: 
“akan dilakukan koreksi sehingga penempatan pos-pos belanja tersebut dimana 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan belanja bunga, hibah (dalam 
bentuk uang), subsidi, bantuan (dalam bentuk uang), dan belanja tak terduga 
harus dianggarkan pada SKPD. Akan tetapi, dalam hal belanja Hibah dan bantuan 
dalam bentuk barang (bukan berbentuk uang), maka sesuai dengan peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja 
daerah maka akan dianggarkan SKPD terkait dan bukan pada Satuan Kerja 





Menurut Zainuddin,  apabila masalahnya adalah adanya penganggaran 
belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan terkait dengan definisi asset dan 
kapitalisasi maka akan dilakukan koreksi sehingga penempatan pos-pos belanja 
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Zainuddin 
menambakan bahwa jika muncul biaya untuk DPRD terkait pembahasan RAPBD 
maka akan ditolak oleh Pemerintah Kota Baubau karena tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan serta merupakan perbuatan yang melawan 
hukum. 
Masalah lain yang sering juga muncul dalam proses penganggaran adalah 
munculnya penganggaran belanja untuk kegiatan tahun anggaran sebelumnya. 
Menurut Drs. Zainuddin. M.Si selaku Kabag Anggaran Setda Kota Baubau:  
“Dalam hal terdapat penganggaran belanja untuk kegiatan tahun anggaran 
sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Pertama, untuk kegiatan yang bersifat berulang (bukan kegiatan multi year), maka 
akan dilakukan rasionalisasi sesuai dengan kebutuhan riil SKPD. 
Contoh : pengadaan ATK 
Kedua, Untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (kegiatan multi year), maka 
akan dilakukan penganggaran kembali sesuai dengan kebutuhan riil SKPD. 
Contoh : pembangunan Kotamara. 
Ketiga, Untuk kegiatan konstruksi dalam pengerjaan (KDP), maka SKPD terkait 
harus membuat DPA lanjutan paling lambat harus disetujui Pejabat Pengelolaan 
Keuangan Daerah (PPKD) sebelum rancangan APBD Tahun Anggaran berikut 
disampaikan pada DPRD”. 
 
Akhirnya, apabila masalahnya berupa adanya perbedaan antara DPA 
SKPD, Perkada APBD P dan Perda APBD P baik secara jumlah dan rincian 
anggaran maka maka DPA-SKPD tersebut akan dilakukan koreksi dan 
selanjutnya dikembalikan kepada SKPD terkait untuk dilakukan perbaikan dan 





kembali dan setelah DPA-SKPD tersebut sesuai dengan Perkada APBD P dan 
Perda APBD P baik secara jumlah dan rincian anggaran maka akan diparaf 
Sub. Bagian Anggaran Setda dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah (PPKD) Kota Baubau. 
 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perwakilan Badan 
Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap LKPD Pemerintah 
Kota Baubau Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Kota Baubau mendapatkan 
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Beberapa catatan dalam LHP BPK 
tersebut berkaitan dengan kewajaran penilaian aset secara fisik dikaitkan dengan 
realisasi anggaran belanja. Dengan kata lain, salah satu syarat bagi Pemerintah 
Kota Baubau untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah 
melakukan pengendalian barang dan jasa secara tepat—tepat dalam 
penganggaran dan tepat dalam realisasi fisiknya.  
 
4.2 Nilai-Nilai Dalam Menggunakan Dan Mengembangkan Anggaran 
Sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006, keuangan daerah, termasuk didalamnya anggaran harus dikelola secara 
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.  
 Assisten Bidang Administrasi Umum yang membawahi bagian Keuangan 
dan Sub bagian Anggaran Pemerintah kota Baubau, Ahmad Zakir, SE, M.Si, 





pengembangan anggaran di Pemerintah Kota Baubau meliputi nilai demokrasi, 
keterbukaan dan kejujuran. 
Ahmad Zakir, SE.M.Si menguraikan bahwa prinsip-prinsip yang tercakup 
dalam nilai demokrasi tersebut dapat diuraikan secara lebih detail sebagai 
berikut: 
1. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah 
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 
2. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan 
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai 
keluaran tertentu. 
3. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan 
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. 
4. Asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa anggaran diutamakan untuk 
pemenuhan kebutuhan masyarakat.  
5. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan 
pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban 
berdasarkan pertimbangan yang obyektif. 
 
Proses penggaran yang dimulai dari tingkat kelurahan hingga di tingkat 
DPRD bukan hanya berlangsung secara demokratis tetapi juga secara terbuka. 
Ahmad Zakir, SE.M.Si menambahkan bahwa selain nilai demokrasi, ada juga 
nilai lain yang dianut dalam penggunaan dan pengembangan anggaran kota 
Baubau yaitu nilai keterbukaan. Ahmad Zakir mengatakan:  
“Nilai keterbukaan ini diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip transparansi 
yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi 
seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Selain itu, nilai keterbukaan ini juga 
menekankan prinsip ketertiban dan ketaatan dalam penggunaan 
dannpengembangan anggaran. Prinsip ketertiban yang dimaksud disini adalah 
bahwa anggaran dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung 
dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara 
prinsip ketaatan di sini merujuk pada ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Maksudnya  bahwa anggaran daerah harus berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
 
Selain nilai demokrasi dan keterbukaan tersebut di atas, nilai-nilai yang 
juga dianut dalam penggunaan dan pengembangan anggaran pemerintah kota 
Baubau adalah nilai kejujuran. Nilai-nilai kejujuran ini menurut Ahmad Zakir, 





kepatutan.Menurutnya, prinsip bertanggungjawab merupakan perwujudan 
kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sementara 
prinsip  kepatutanmerupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan 
wajar dan proporsional dalam penggunaan dan pengembangan anggaran. 
 Ahmad Zakir juga menambahkan hal tersebut sesuai dengan falsafah 
hidup masyarakat Buton yang telah berlaku sejak pra kerajaan Buton yaitu 
”Bhinci-bhinciki kuli” (mencubit kulit sendiri) tentu terasa sakit karena janganlah 
mencubit kulit orang lain. Falsafah ini menganut dasar hukum kekerabatan yang 
melahirkan sistem kehidupan bersama, senasib, perasaan seperjuangan dan 
sepenanggungan. Implementasi Bhinci-bhinciki kuli ini melahirkan ”Sara 
Pataanguna” yakni empat landasan hukum dalam kehidupan bersama yaitu: 
1. Pomae-maeaka (saling menjaga kehormatan) 
2. Po pia piara (saling memelihara) 
3. Po maa maasiaka (saling sayang menyayangi) 
4. Po angka angkata (saling memberi penghargaan) 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dianut tersebut di 
atas, maka Pemerintah Kota Baubau sangat mengutamakan dan 
mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Hal ini menurut Ahmad Zakir, didasarkan 
pada pemikiran bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan anggaran telah didasarkan 
pada serangkaian peraturan perundang-undangan (omnibus regulation), baik 
yang berlaku secara nasional maupun hanya lingkup Pemerintah Kota Baubau. 





nilai-nilai kejujuran, maka dengan sendirinya nilai-nilai demokrasi maupun nilai-










5.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam 
penelitian seperti dibahas dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat 
ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Anggaran bagi pemerintah kota Baubau diibaratkan sebagai “darah dan 
urat nadi”, desain teknis atau cetak biru serta  pengendalian jalannya 
pembangunan dan pemerintahan di kota Baubau. 
2. Pemerintah Kota Baubau telah menerapkan fungsi penggunaan anggaran 
sebagai pengendalian belanja barang dan jasa dengan jalan 
membandingkan antara kinerja actual dan kinerja yang dianggarkan, 
memperhatikan selisih antara anggaran yang direncanakan dengan yang 
terealisasi, melakukan revisi antara standar harga atau biaya yang ada di 
pasaran dengan target anggaran, menemukan sebab-sebab terjadinya 
overspending dan underspending dalam belanja barang dan jasa. 
3. Ada kecenderungan terjadi overspending dalam menerapkan fungsi 
penganggaran barang dan jasa di pemerintahan kota Baubau sebagai 
akibat belum adanya pemahaman secara baik setiap SKPD terhadap 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta belum 
adanya uji kelayakan atau appraisal secara akademis terhadap 
pembelanjaan barang dan jasa. 
4. Nilai-nilai yang dianut dalam menggunakan dan mengembangkan 
anggaran di Pemerintah Kota Baubau meliputi: nilai-nilai demokrasi, 






penerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan amanat Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
 
5.2  Saran 
Adapun saran yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Perlunya pemahaman yang lebih dari setiap SKPD terhadap Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau. 
2. Untuk mencegah terjadinya over spending atau salah sasaran dalam 
pembelian barang dan jasa maka perlu mengadakan uji kelayakan atau 
appraisal secara akademis terhadap standardisasi harga barang dan 
jasa. 
3. Pemerintah Kota Baubau perlu mempunyai dokumen resmi yang 
sahih/valid tentang besaran anggaran yang dibutuhkan untuk 
membangun suatu prasarana fisik pekerjaan umum sehingga dapat 
digunakan benchmark maka pemborosan anggaran dalam penyediaan 
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